Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 226/Pdt.G/2020/PA.Clg
z, -
ALY 2
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Tulung Agung, 30 Juli 1977, umur 42,
agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan
terakhir SLTA, tempat kediaman di Kota Cilegon, Provinsi

Banten, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 10 November 1977, umur 42,
agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan
terakhir SD, tempat kediaman di Kota Cilegon, Provinsi Banten,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2020 yang
terdaftar  di Kepaniteraan Pengadilan Agama  Cilegon Nomor
226/Pdt.G/2020/PA.Clg hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah
melangsungkan pernikahan pada hari jumat tanggal 21 September 2001 di
hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Kauman, Kabupaten Tulung Agung, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana
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terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 379/66/1X/2001 tertanggal
21 September 2001;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama
tinggal di Kontrakan Lalu pindah ke Perum Warnasari Kota Cilegon, dan
terakhir tinggal di alamat Penggugat di Perum Warnasari Kota Cilegon;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da
dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;
3.1. Anak, Perempuan, lahir di Cilegon, 09 April 2002;
3.2. anak, Laki-Laki, lahir di Cilegon, 06 September 2007;
3.3. Anak, Perempuan, lahir di Cilegon, 15 Juni 2011;
3.4. Anak, Laki-Laki, lahir di Cilegon, 24 September 2015;
4. Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi
Perselisihan dan pertengkaran pada bulan Oktober 2001;
4.1. Tergugat dalam memberikan nafkah hanya sekedarnya saja seperti
seadanya;
4.2. Keluarga Tergugat tidak menyukai kepada Penggugat;
4.3 Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada
Penggugat seperti memukul Penggugat;
4.4. Tergugat memiliki sifat egois berlebihan suka merasa benar sendiri;
4.5. Tergugat sering mengungkit-ungkit masa lalu Penggugat;
4.6. Tergugat memiliki sifat temperamen berlebihan suka marah-marah dan
banting barang;

5. Bahwa, Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat dan terjadi pada November 2019 karena Tergugat dengan
Penggugat sering ribut terus menerus, sehingga Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat
sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak ada hubungan seperti
layaknya suami isteri lagi;

6. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada upaya damai dari

pihak keluarga;
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7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah
tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah
tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi
sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang
Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini
dikabulkan.

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar

Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidair

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya

(Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap
ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
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Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalili gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa :
A. Bukti Surat
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK
3672027007770002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon,
Provinsi Banten. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan
dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,
lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 379/66/1X/2001 yang dikeluarkan
oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauman
Kabupaten Tulung Agung, Propinsi Jawa Timur tanggal 21 September 2001.
Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah
dicocokkan dengan aslinyaHSaksi
1. Saksi 1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat
tinggal di Kota Cilegon. Saksi tersebut mengaku sebagai tetangga
Penggugat;
Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Sukadi sebagai suami
Penggugat;
-Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
Warnasari Kelurahan Dringo, Kecamatan Citangkil bertetangga
dengan saksi;
-Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 6 bulan yang lalu mulai
terjadi perselisihan dan pertengkaran;
-Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung antara Penggugat
dengan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah mendengar
Tergugat dan Penggugat bertengkar di rumahnya;
-Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan

Tergugat karena masalah ekonomi, dimana Tergugat hanya

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah alakadarnya sehingga Penggugat harus bekerja
dengan mencuci dan gosok di rumah tetangga. Selain itu Tergugat
temperamen dan terkadang melakukan kekerasan dalam rumah
tangga, kalau terjadi pertengkaran suka membanting barang sampai
ke rumah saksi terdengar keributannya;

-Bahwa penyebab pertengkaran yang lain karena Tergugat sering
mengungkit-ungkit masa lalu Penggugat dan pemberian Tergugat
kepada Penggugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak
bulan Januari tahun 2020 sampai sekarang;

-Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat
tetap mau bercerai dari Tergugat;

2. Saksi 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah
tangga, bertempat tinggal di Kota Cilegon Saksi tersebut mengaku
sebagai tetangga Penggugat;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Sukadi sebagai suami
Penggugat;
-Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
Warnasari Kelurahan Dringo, Kecamatan Citangkil bertetangga
dengan saksi;
-Bahwa sejak saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka
sudah pisah rumah namun Tergugat masih sering berkunjung ke
rumah Penggugat untuk memberi jajan anak-anaknya;
-Bahwa saksi pernah satu kali melihat dan mendengar langsung
antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, ketika saksi sedang
bertandang ke Penggugat;
-Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan

Tergugat karena masalah kekerasan dalam rumah tangga namun

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak pernah melihat maupun mendengar hanya curhatan dari
Penggugat. Selain itu Tergugat orangnya temperamen;

- Bahwa penyebab pertengkaran yang lain saksi tidak mengetahunya;
-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak
bulan Januari tahun 2020 sampai sekarang;

-Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat
tetap mau bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang

tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga
negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1)
huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang
absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya berdomisili
di Kota Cilegon, Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat
mengajukan bukti bertanda P.1;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah akta autentik yang dikeluarkan

oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, setelah diteliti isinya

membuktikan bahwa Penggugat benar beralamat sesuai dengan yang tertera
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dalam surat gugatan Penggugat oleh karenanya harus dinyatakan bahwa bukti
tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti;

Menimbang, bahwa alamat Penggugat tersebut, termasuk yurisdiksi relatif
Pengadilan Agama Cilegon maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cilegon berwenang
menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak menghadap
dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta
tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang
sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan
Pasal 125 dan Pasal 126 HIR, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa
hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah menghadap ke
persidangan, maka perdamaian dan mediasi sebagaimana diwajibkan Pasal 82
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal
7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016
tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap memberikan
nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya
dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa
Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 September 2001;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut,
Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti,

telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan
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isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada
tanggal 21 September 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan
bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti,
oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat
adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan
bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum (legal standing), dan
Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum
(persona standi in judicio) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai
dengan Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan
Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat
dalam memberikan nafkah hanya sekedarnya saja seperti seadanya, keluarga
Tergugat tidak menyukai kepada Penggugat, Tergugat suka melakukan
kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat seperti memukul
Penggugat, Tergugat memiliki sifat egois berlebihan suka merasa benar sendiri,
Tergugat sering mengungkit-ungkit masa lalu Penggugat serta Tergugat
memiliki sifat temperamen berlebihan suka marah-marah dan banting barang.
Puncak perselisahan dan pertengkaran yaitu bulan November 2019 dan sejak
itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai saat
ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, jawaban
Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya
Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama
Saksi 2 dan Saksi 1 sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di
persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas

minimal saksi, dan keduanya adalah keluarga dan orang-orang yang dekat
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dengan Penggugat selain itu saksi-saksi tersebut secara pribadi (in person),
telah menghadap sendiri ke persidangan dan masing-masing telah memberikan
keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan
keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan
dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan
bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi,
oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 HIR. jo Pasal 76 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, keterangan saksi-
saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta alat-alat bukti
yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang
sudah dikonstatir yaitu;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah
sejak tanggal 21 September 2001 sampai dengan sekarang belum pernah
bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak
harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit
untuk dirukunkan kembali, akibatnya Penggugat telah berpisah tempat
tinggal dengan Tergugat sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
3. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim menilai bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis
lagi, rasa kasih sayang antara mereka telah bertukar dengan kebencian,
sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah,
mawaddah dan rahmah, sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam al-

Qur’'an surat ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo
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Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana dalam kehidupan rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di
dalamnya sering terjadi perselisihan akan sulit untuk mewujudkan rumah
tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan
oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan
kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak
atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah
sedemikian bentuknya akan menimbulkan dampak negatif baik terhadap kedua
belah pihak yang berperkara dan keluarga masing-masing, maka jalan terbaik
satu-satunya adalah perceraian sesuai kaidah yang diambil alih menjadi

pendapat Majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut:

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada
meraih keuntungan, (‘Abdul Wahab Khalaf, ‘llmu Ushul Al-Figh, 1907 halaman
208).

dilh i) Lo ol L g 3 A g ) A pae 3350 13

Artinya: Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah
sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya
dengan talak satu bain sughra, (Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis
Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal
19 huruf (f) jo Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI telah
terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat
telah mempunyai cukup alasan untuk menggugat perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya alasan-alasan
perceraian sebagaimana maksud Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka
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petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan
talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara harus dibebankan kepada Penggugat;
Memperhatikan segala ketentuan perundangan-undangan serta
ketentuan Hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat
(Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Cilegon yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal
13 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1441 Hijriah oleh
kami Evi Sofyah, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Akbar Ali, S.H.l. dan
Martina Lofa, S.H.l. M.H.l., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Uswatun
Hasanah, S.H.l sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat

tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota | Ketua Majelis,
ttd ttd
Akbar Ali, S.H.I. Evi Sofyah, S.Ag., M.H.,

Hakim Anggota Il
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ttd

Martina Lofa, S.H.l. M.H.L.
Panitera Pengganti,
td

Uswatun Hasanah, S.H.I

Perincian biaya :
Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

- Biaya Proses :Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan 'Rp 300.000,00
- Biaya PNBP :Rp  20.000,00

- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai ‘Rp 6.000,00
Jumlah ‘Rp 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Cilegon

Drs. Supiyan, S.H.
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